
SATUAN TUGAS – SISTEM - PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 
2023 
KPT 2 TAHUN 2023, 8 HLM 
KEPUTUSAN  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  PROVINSI  LAMPUNG  TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN 
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG 

 
ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Lampung tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Lampung Tahun 2022 

 - Dasar Hukum Keputusan ini : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Nomor Per-

1326/K/LB/2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/2014;Surat 

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

1406/PW.01.SD/08/SJ/X/2017 

  

- 
 

Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan tim satuan tugas 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan komisi 

pemilihan umum provinsi lampung, selanjutnya dibagi tugas tim yaitu Pengarah, 

Ketua, Sekretaris dan anggota. Dalam melaksanakan tugas tim satuan tugas 

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah melaporkan hasil 

pelaksanaannya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 

 

CATATAN: 
 

- 
 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2023 
 

  

- 
 

Lamp.: 2 hlm. 
 

 


